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OKNUM KEPALA DESA DIAMANKAN POLRES PEMALANG, DIDUGA 
KORUPSI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) 

2020 

 

Sumber Gambar :  
          https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/101226-oknum-kepala-desa-diamankan-polres-pemalang-

diduga-korupsi-apbdes-2020?page=all  
 

Isi Berita :  

Pemalang, Jawa Tengah - Satreskrim Polres Pemalang berhasil mengamankan seorang 

oknum Kepala Desa yang berinisial S (61) yang diduga menyalahgunakan Keuangan Desa 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 Desa 

Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.  Dalam 

konferensi pers yang digelar di Media Center Wicaksana Laghawa Polres Pemalang pada 

Kamis (16/02/2023), Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handhiska Aprilaya 

mengatakan, diduga S selaku Kepala Desa yang bertindak sebagai Bendahara atau juru bayar 

dan pelaksana kegiatan tidak memfungsikan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 

sebagaimana mestinya.  

"Diduga tersangka S mengeluarkan uang desa yang bukan beban APBDes, menggunakan 

Keuangan Desa untuk Kepentingan Pribadi dan membuat keputusan tanpa musyawarah 

dengan Perangkat Desa maupun BPD," kata AKBP Yovan Fatika.  
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Akibat perbuatan tersangka Desa Kalitorong, Randudongkal, Pemalang mengalami kerugian 

keuangan kurang lebih Rp 425 juta. "Dana tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa 

(PAD) dari Bagi hasil Bumdesma, dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2020, pengelolaan Dana Desa tahun 2020, dan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2020," ungkapnya.   

 

"Selain itu, tersangka S juga menyalahgunakan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020, 

serta Bantuan keuangan Khusus yang bersumber dari APBD untuk kegiatan dana bantuan 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2020," imbuhnya.  

 

Atas perbuatannya, Kapolres Pemalang mengatakan, tersangka S dikenakan pasal 2 ayat 1 

dan/atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Tersangka S 

terancam pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling 

lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak satu milyar rupiah," 

tambahnya.  

 
Sumber Berita :  

1. https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/101226-oknum-kepala-desa-diamankan-

polres-pemalang-diduga-korupsi-apbdes-2020?page=all , Oknum Kepala Desa 

Diamankan Polres Pemalang, Diduga Korupsi  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) 2020, Tanggal 16 Februari 2023.  

2. https://infobanua.co.id/2023/02/20/diduga-maling-uang-rakyat-apbdes-tahun-

anggaran-2020-oknum-kades-di-pemalang-diamankan-polisi/ , Diduga maling Uang 

Rakyat APBDes Tahun anggaran 2020, Oknum Kades di Pemalang Diamankan 

Polisi, Tangga 20 Februari 2023.  

 

Catatan Berita:  

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:  

a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
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hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

b. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

c. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya 

disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

d. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan 

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa 

e. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa 

f. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  

g. Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa kepala desa berwenang untuk memimpin 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat 

Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan 

Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina 
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kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya 

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan 

menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 

partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

h. Pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa kepala desa berhak mengusulkan struktur 

organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan 

Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 

penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan 

pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat 

pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. 

i. Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban memegang teguh 

dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip 

tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, 

bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan 

koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan 

administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
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melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan 

perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan 

masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber 

daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada 

masyarakat Desa. 

j. Pasal 29 menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum; 

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, 

dan/atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau 

kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa 

dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 

dilakukannya; menjadi pengurus partai politik; menjadi anggota dan/atau pengurus 

organisasi terlarang; merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain 

yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ikut serta dan/atau terlibat 

dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; melanggar 

sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

k. Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa 

(PAD) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal 

usul dan kewenangan skala lokal Desa. 

2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi:  
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a. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

b. Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

3. Dalam artikel berita diatas,  Satreskrim Polres Pemalang berhasil mengamankan seorang 

oknum Kepala Desa yang berinisial S (61) yang diduga menyalahgunakan Keuangan 

Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 

Desa Kalitorong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 

Akibat perbuatan tersangka Desa Kalitorong, Randudongkal, Pemalang mengalami 

kerugian keuangan kurang lebih Rp 425 juta. Kepala Desa tersebut dalam hal ini tidak 

mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta tergolong melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 

Tahun 2004 tentang Desa serta dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda 

paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak satu miliar rupiah.  


